BUPATI SEMARANG

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR !} TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN JEJARINGNYA
UNTUK PELAYANAN KEBIDANAN/ PERSALINAN OLEH BIDAN
BAGI PENDUDUK KABUPATEN SEMARANG DI LUAR PESERTA
JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT DAN ASURANSI KESEHATAN

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 94 Peraturan
Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2011
tentang Retribusi Jasa Umum pada prinsipnya
disebutkan bahwa tarif retribusi ditinjau kembali
paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan
memperhatikan indeks harga dan perkembangan
perekonomian dan penetapan tarif retribusi dimaksud
ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

bahwa seiring dengan adanya kenaikan indeks harga
dan perkembangan perekonomian yang terjadi saat ini
serta dalam rangka untuk meningkatkan kualitas
pelayanan kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat
dan jejaringnya di Kabupaten Semarang khususnya
untuk pelayanan kebidanan/ persalinan oleh Bidan,
maka dipandang perlu meninjau kembali besaran tarif
untuk Pelayanan Kebidanan/ Persalinan oleh Bidan
sebagaimana diatur dalam Lampiran XX Peraturan
Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2011
tentang Retribusi Jasa Umum,;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu
ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang;




Mengingat

10.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang
Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga
dan Daerah Swatantra Tingkat Il Semarang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1652);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang
Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang
Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4456);
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Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038};
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5256);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3079);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat
II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat Il Semarang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3500);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang
Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1996 Nomor 153, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502};
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
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Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Pengesahan, Pengundangan, Dan Penyebarluasan
Peraturan Perundang-undangan;

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang
Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun
2013 tentang Jaminan Kesehatan,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2012
tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan
Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 1029);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1);
Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14
Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang
Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten
Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang
Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Semarang Nomor 14);

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah
Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang

Nomor 16) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Semarang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang
Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran
Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2013 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang
Nomor 10);



31. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8
Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran
Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang
Nomor 8);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6
Tahun 2012 tentang Pelayanan Kesehatan (Lembaran
Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang
Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT DAN JEJARINGNYA UNTUK
PELAYANAN KEBIDANAN/ PERSALINAN OLEH BIDAN
BAGI PENDUDUK KABUPATEN SEMARANG DI LUAR
PESERTA JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT DAN
ASURANSI KESEHATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Semarang.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah
Kabupaten Semarang.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi yang selanjutnya
disebut SKPD yang membidangi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah
yang memiliki tugas, pokok, dan fungsi di bidang kesehatan.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan
perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran
Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan
Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang
khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk
kepentingan orang pribadi atau Badan.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Pusat Kesehatan Masyarakat adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang
membidangi Kesehatan dengan jejaringnya yang melaksanakan upaya
kesehatan kepada masyarakat baik untuk peningkatan, pencegahan,
pengobatan maupun pemulihan kesehatan.

Puskesmas Pembantu adalah jejaring dari Unit Pelaksana Teknis Dinas
Kesehatan, yang membantu melaksanakan upaya kesehatan kepada
masyarakat baik untuk peningkatan, pencegahan, pengobatan maupun
pemulihan kesehatan, di wilayah kerja Pusat Kesehatan Masyarakat.
Puskesmas Keliling adalah bagian dari kegiatan luar gedung Pusat
Kesehatan Masyarakat yang dilengkapi dengan sarana transportasi,
peralatan kesehatan dan peralatan komunikasi dengan tujuan
mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat bagi daerah -
daerah yang jauh dari Pusat Kesehatan Masyarakat.

Pengguna Jasa pada pelayanan kesehatan adalah orang pribadi atau
Badan yang memerlukan atau mendapat pelayanan kesehatan dari
seseorang yang menggunakan atau mendapat pelayanan kesehatan di
Pusat Kesehatan Masyarakat dan jejaringnya.

Pelayanan kesehatan adalah pelayanan fungsional yang dilakukan oleh
tenaga kesehatan yang ditujukan kepada pasien untuk mendapatkan
peningkatan, pencegahan, diagnose, pengobatan dan pemulihan
kesehatannya.

Pelayanan Kebidanan adalah bagian integral dari sistem pelayanan
kesehatan yang diberikan oleh bidan yang telah terdaftar/ teregistrasi
yang dapat dilakukan secara mandiri, kolaborasi atau rujukan.

Tarif Pelayanan Kesehatan adalah sebagian atau seluruh biaya
penyelenggaraan kegiatan pelayanan di Pusat Kesehatan Masyarakat dan
jejaringnya yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas
jasa pelayanan yang diterimanya.

Jaminan Kesehatan Masyarakat adalah bentuk belanja bantuan sosial
untuk pelayanan kesehatan bagi fakir miskin dan tidak mampu serta
peserta lainnya yang iurannya dibayar oleh Pemerintah.

BAB I
TARIF RETRIBUSI

Pasal 2

Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Pusat Kesehatan Masyarakat Dan
Jejaringnya Untuk Pelayanan Kebidanan/ Persalinan oleh Bidan Bagi
Penduduk Kabupaten Semarang Diluar Peserta Jaminan Kesehatan
Masyarakat dan Asuransi Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 2
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2014.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal /} - ©3- do/y

BUPATLSEMARANG,

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal /3 - 23 ~ @0/¢

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG
Asisten Administrasi Umum

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2014 NOMOR /7




LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR (¥ TAHUN o’y
TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI
PELAYANAN KESEHATAN

DI PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT DAN JEJARINGNYA
UNTUK PELAYANAN KEBIDANAN/
PERSALINAN OLEH BIDAN

BAGI PENDUDUK KABUPATEN
SEMARANG DI LUAR PESERTA
JAMINAN KESEHATAN
MASYARAKAT DAN ASURANSI
KESEHATAN

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN JEJARINGNYA
UNTUK PELAYANAN KEBIDANAN/ PERSALINAN OLEH BIDAN
BAGI PENDUDUK KABUPATEN SEMARANG DI LUAR PESERTA
JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT DAN ASURANSI KESEHATAN

NO. JENIS PELAYANAN TARIF LAMA TARIF BARU
(Rp.) (Rp.)

Persalinan Bidan 150.000,- -
Pemeriksaan ANC - 25.000,-
Persalinan Pervaginam Normal - 600.000,-
Penanganan perdarahan paska - 750.000,-
keguguran, persalinan
pervaginam dengan tindakan
emergensi dasar
Pemeriksaan PNC / Neonates - 25.000,-
Pelayanan tindakan paska - 175.000,-
persalinan ( Mis. Placenta
manual )

6. Pelayanan KB pemasangan : - 100.000,-
IUD / Implant 15.000,-
Suntik

7. | Penanganan komplikasi KB - 125.000,-
paska persalinan

BU EMARANG,

DJIR



